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LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Keputusan Presiden No.16 Tahun 2018 dan Perubahannya No. 12
Tahun 2022 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta
perubahan perubahannya.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2008 Tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
c. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
d. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
e. Peraturan Kepala Daerah Kota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang
f. Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.08.0000/001/2023.

2. Gambaran Umum Kegiatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub dari urusan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, diantaranya adalah harus
mendapat prioritas dalam penyelenggaraan urusan, dirangkum dalam
kelembagaan perangkat daerah yang mandiri, mendapatkan prioritas
anggaran, serta penyelenggaraan urusan berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal.

Salah satu kegiatan yang cukup berpengaruh terhadap Standar
Pelayanan Minimal yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pemadam
kebakaran yang diatur didalam Permendagri Nomor 122 Tahun 2018
dijelaskan bahwa sarana dan prasarana meliputi penyiapan Sarana dan
Prasarana pemadam Kebakaran, Standardisasi Sarana dan Prasarana
pemadam Kebakaran; dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam
Kebakaran.

Selanjutnya dijelaskan bahwa penyiapan sarana dan prasaranan
meliputi : (a). pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan
penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran, (b). inspeksi
peralatan proteksi Kebakaran, (c). investigasi kejadian Kebakaran, (d).
Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan
Kebakaran; dan (e). alat pelindung diri. Pentingnya kegiatan pengelolaan
sarana dan prasarana tersebut diatas, maka sudah seharusnya
direncanakan penganggaran Pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 ini.

MAKSUD DAN TUJUAN
Dengan terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana diharapkan
terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sehingga secara tidak langsung
dapat memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Tujuan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah :

1. Bertambahnya sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota Bontang;
2. Meningkatkan standar sarana dan prasarana ;
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3. Meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat dalam hal pencegahan dan
penanggulangan kebakaran dengan menyiapkan sarana dan prasarana
yang memadai.

METODA PENUNJUKAN PENYEDIA

Dalam paket pekerjaan kegiatan pencegahan, pengendalian, Penyelamatan, dan
penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota, berdasarkan nilai pekerjaan dengan jumlah nilai RP.71.111.040,-
(tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah), dengan
menggunakan metode pengadaan E-Purchasing yang mana pengadaan nya
dilakukan secara elektronik melalui E-Catalogue, sesuai peraturan yang berlaku
dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

WAKTU PELAKSANAAN
Pekerjaan ini membutuhkan waktu pelaksanaan yaitu, 45 (Empat Puluh Lima) Hari
Kalender.

PIHAK PENYEDIA YANG DIGUNAKAN

Dalam pekerjaan ini, pihak penyedia yang digunakan adalah penyedia yang telah
berpengalaman dalam kegiatan pengadaan alat pemadam kebakaran dan
mempunyai kriteria serta kualifikasi sesuai dengan bidang pekerjaan.

PRODUK HASIL KEGIATAN
Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Selang Alat Pemadam
Kebakaran.

RINCIAN ANGGARAN
1. Selang Alat Pemadam Kebakaran
2. Volume 4 Roll
3. Harga Satuan Rp. 16.016.000,-
4. PPN 11% Rp. 7.047.040,-
JUMLAH Rp. 71.111.040,-
Uraian Volume | Satuan | &9 | PPN 11% Jumlah
Selang Alat
Pemadam 4 Roll 16.016.000 | 7.047.040 71.111.040
Kebakaran
SPESIFIKASI

- Bahan : Rubber.
- Ukuran :2,5x30m, Coupling Machino, Tekanan Kerja Max 25 Bar.

PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana
Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan
hendaknya bisa dipersiapkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada
jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Bontang:=3.September 2023
 Pengguna’Anggaran,




Dicetak Menggunakan Aplikasi e-Purchasing Pemerintah Pada Tanggal 23 Oktober 2023 23:37:00

ecatalogue

e-katalog.lkpp.go.id

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : P00-P2310-7673316

Nama Paket : Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan

1. Harga Awal
Tanggal Revisi . 17 Oktober 2023
Total Harga Paket : Rp 77.913.120,00

Harga Kesepakatan
Nama Produk Kuantitas L'\J/I:rsg — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan
SELANG PEMADAM Coupling British
POLYESTER 1.5 INCH 16 IDR Rp 4.869.570,00 Rp 0,00 INStantinous Rp 77.913.120,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



2.Rev.1

Tanggal Revisi

Total Harga Paket

. 17 Oktober 2023
. Rp 76.800.000,00

Harga Kesepakatan

Nama Produk Kuantitas Ll\J/I;r:g — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan
Coupling British
Instantinous. Harga
sudah termasuk
SELANG PEMADAM 30 November 2023 -
POLYESTER 1.5 INCH 16 IDR Rp 4.800.000,00 Rp 0,00 F?rnogsléossslgglrjnéi Rp 76.800.000,00
dengan spesifikasi.
3. Rev. 2
Tanggal Revisi : 17 Oktober 2023
Total Harga Paket : Rp 77.600.000,00
Harga Kesepakatan
Nama Produk Kuantitas B/I;r:g — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan
Coupling British
Instantinous. Harga
sudah termasuk
SELANG PEMADAM 16 IDR | Rp 4.850.000,00 Rp 0,00 30 November 2023 | = =/ kos kirim. Rp 77.600.000,00

POLYESTER 1.5 INCH

Proses sesuai
dengan spesifikasi.

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.




4. Rev. 3

Tanggal Revisi

Total Harga Paket

. 18 Oktober 2023
. Rp 77.200.000,00

Harga Kesepakatan

Nama Produk Kuantitas Ll\J/I;r:g — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan
Coupling British
Instantinous. Harga
sudah termasuk
SELANG PEMADAM 30 November 2023 -
POLYESTER 1.5 INCH 16 IDR Rp 4.825.000,00 Rp 0,00 F?rnogsléossslgglrjnéi Rp 77.200.000,00
dengan spesifikasi.
5. Rev. 4
Tanggal Revisi : 18 Oktober 2023
Total Harga Paket : Rp 77.600.000,00
Harga Kesepakatan
Nama Produk Kuantitas B/I;r:g — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan
Coupling British
Instantinous. Harga
sudah termasuk
SELANG PEMADAM 16 IDR | Rp 4.850.000,00 Rp 0,00 30 November 2023 | = =/ kos kirim. Rp 77.600.000,00

POLYESTER 1.5 INCH

Proses sesuai
dengan spesifikasi.

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.




6. Rev. 5

Tanggal Revisi . 18 Oktober 2023
Total Harga Paket : Rp 77.600.000,00
Harga Kesepakatan
Nama Produk Kuantitas Ll\J/I;r:g — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan
Coupling British
Instantinous. Harga
sudah termasuk
ongkos kirim.
SELANG PEMADAM 30 November 2023 Proses sesuai
POLYESTER 1.5 INCH 16 IDR Rp 4.850.000,00 Rp 0,00 dengan spesifikasi. Rp 77.600.000,00
Harga sesuai
dengan yang sudah
disepakati.
7.Rev. 6
Tanggal Revisi . 18 Oktober 2023
Total Harga Paket : Rp 77.600.000,00
Harga Kesepakatan
Nama Produk Kuantitas l'\J/I:rfg — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.




Harga Kesepakatan

Nama Produk Kuantitas B/I;rtlg — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan
Coupling British
Instantinous. Harga
sudah termasuk
SELANG PEMADAM 30 November 2023 -
POLYESTER 1.5 INCH 16 IDR Rp 4.850.000,00 Rp 0,00 S:Ogsl;ossslggyéi Rp 77.600.000,00
dengan spesifikasi
8. Rev. 7
Tanggal Revisi . 19 Oktober 2023
Total Harga Paket : Rp 77.600.000,00
Harga Kesepakatan
Nama Produk Kuantitas L'\J/I:rgg — Total Harga
Harga Satuan Ongkos Kirim Tanggal Pengiriman| Catatan Tambahan
Coupling British
Instantinous. Harga
sudah termasuk
SELANG PEMADAM 16 IDR | Rp 4.850.000,00 Rp 0,00 30 November 2023 | = =, okos kirim. Rp 77.600.000,00

POLYESTER 1.5 INCH

Proses sesuai
dengan spesifikasi.

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.




PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

JI. Kapt. Piere Tendean, Bontang Kuala, Bontang Utara, 76312 Telp. (0648) 3036102 Faks 0648-3036101
Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
. Di

SURAT PESANAN (SP) TANDA BUKTI PERJANJIAN inas

. Pemadam Kebakaran dan
Belanja Modal Pe;ls&g:'kapan Kebakaran Penyelamatan Kota Bontang

i NOMOR DAN TANGGAL SP
(Belanja Pengadaan Selang Pemadam) 000.3.2/1564/SP-Selang

Pemadam/X/DPKP Tanggal 20 Oktober

2023
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. H. Amiluddin, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat - JI. Kapt. Piere Tendean No. 26, Bontang Kuala, Bontang Utara,Kota

Bontang,Kalimantan Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

Nama : Hanafi

Jabatan : Direktur

Nama Penyedia : PT Alifiya Berkah Amanah
Alamat : JI. Mulawarman RT.29 No.92

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET P00-P2310-7673316

‘Mata | Harga iHarga? Tanggal |

Uang Satuan  Kirim Pengiriman Total Harga |

Nama Produk Kuantitas

; . Produk |
4392301002-P00- | o T

178757064 o | 20 |

SELANG | om  RP Rp Rp
PEMADAM 160 DR 4 850.000,00 0,00 12N°Vember 77.600.000,00
POLYESTER 1.5 | 2023 |

INCH |

TERBILANG : Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian

barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di
dalam SP ini.



2. Penyedia memiliki kewajiban:

a.

b.

f.

g.

b. PEJABAT

tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenunhi
persyaratan Katalog Elektronik;

tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;

mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2023 sejak
SP ini diterima oleh Penyedia;

bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

mengganti barang setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI

PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki hak:

a.
b.

C.

d.

e.

menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.

mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki kewajiban:

a.

b.
C.

melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan

memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila
ada).



2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi
dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2023 sejak SP ini
diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
JI. Kapt. Piere Tendean No. 26, Bontang Kuala, Bontang Utara - Kota Bontang -
Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 30 November
2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan
ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap
barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu serta melakukan penguijian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat
mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang
dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang
tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead,
biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada)
dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas
pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk
dalam harga SP.



8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),
konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang
bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman
barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain
sebagainya.

8. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan
Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan
ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu)
dari total harga atau dari sebagaian total harga sebagaimana tercantum
dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

11.Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk
pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya
yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12.Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam
SP ini.



c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam  jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung
biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang
ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim
yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan
Penyedia.

13.Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan
ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan
proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan
sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang
lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-
Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-
Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-
Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan



ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala
LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau
terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhimya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum
SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP
atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian.

16.Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan
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denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari
sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari
keterlambatan.

17.Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan
melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum
Republik Indonesia.

19.Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima
komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20.Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan, tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 30
November 2023.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
Kota Bontang (KSO)
enandatangan/Pengesahan




el uslE bosa BID! Rak {Ldhsa®a wne) UOUNT waades nsladtashelod sbnab
heo asitez Authd i 92 melsb mUliedisl posmispedsz smad kDl neioedes
nnledrrghgts:l

wrisX nsebasA N F

s1ag Aebneied 1wBulih mt.ps. prisy nesnacd weye relsde arlsA nesbesX B
priey rasiewsd sppiaties synmlade: nedaeheglb fsqet Aabil aab darhy
dunsgit 1sast Jebi ibaiaam 82 resisb asdunatib

piglnal nedudeihsdimesn sibsyneS adad asebssX tapa! led melad o
AstgzoprsRasonaiabneneD JedsdD sbhegml iRH nsebseA synibshs!
b synisdmel-ladmeles ubisw msisb ziuhal Byessa asinepas bdud sbns'
pray wiss nasbaer oynibepal Asjee wonolsa bed (aglad fsgms)
peulnsign isnese poenewaed  gnsy  aneipidedin oelo apbewedin
ABRLELNU-gNEDNWnEe] NELISI6g

nsAdsdeed: pRsy NeMpL om Isri-IsA falenR TSNEN nesbas X Augsnmat AsbiT 2
Aerio s1eg aelelslad uets meisudiegdan

evnibeps! faio nsAiBcwiaily pasy (benaXBg nesnszdslen NEindmshuieX b
Jadnes nedlanadib et edeX nesbes

asndslam  tsasb dedly swr  aaieM necbeeA Ewubsher dsleeZ 2
9z nadsdieg melab neAgnewic grey nskBisgeaedt

nediziioznd nsiszaloyne™ .81
sibovnen ned csgnsns?  DLE sbnsT neilszspnaTnsonatebrsnod tedaist
iemsk swose nedisesiaynem fuppnuz-dupgnie sysquiad Hluiny asdijpwedso
usle im 92 nepnobh cspgnudorhes wsis beD wdmil pney nedigiiseng sumee
nefiatsasa sill nespodeq asstseasioy delslss ucle smsles synizeldgein
nsdlszsiazih nsis neiizis216g slem naawayeum Meoez nedliszelasil Ingsb ABDE
musdur dsyetiw msleb ragan aslibspnag usis lasiignod Jiesikem sgeiths isism

siznobni Ailduges

izimo A nehedmss nppasisd gr
LOeE aped neulse linczieq mig wiss sebl swisd nimeinein sibaynsS
pmnanam nedxe usts relal nelinain9 il sorel aurhcesgneinepnsisbnsned
Alsd mynnis! fsz Asbil repruinua uste (esdilifeip) fusqe Aulned msigh izimod
swrigd Iujsevoism giboyned Lini 92 neb prvopns! Ashi nuquem pouapnsl
Ini 82 ypbsrhal isesbiam gasy H6IL2RNSIsY AsABGUIEM ink JBisye newsppnslag

Sg wiehsd szel 0%
nspnab isqmsz dsdiy 815G sk inspastabnelid i 92 lagpne! dsise wishad ini S
Of nepneb isgmsz ESUS 1edotA0 02 lappnel nashedsq nesnsalelag aynisasiez
ESOS yedmavol

nsb isstemmed gelgnsy (sub) S melsb inspnaisbnelit oeb leudit inl 32 nsitimeC
stnez gney mudlf nstauded Milimam grigsm-pnizsm

isavimaXisibaynad emen 2sis nebAuinl)  dsesd deinnsias 51'".5(5 zsls neb. Aumu

‘Oa\"‘ ;)Hﬁ'ﬂ &!Q)‘
A Aehad pydils T4 nedszspneSineprschiisgad tedsis’

<3 500

N \ nEinsies uayaqﬁﬁ-
.J{./ g 7. .l.a“?‘g “L—h ’! L" !
" ‘ 3 }E‘TE - . X ‘. .
s. X '{."f . - RS

W o ,é “Muj 2.7 gibby th H azg
N TAL AR ublen D UG O TERRQE@RNaaL iy



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

JI. Kapt. Piere Tendean, Bontang Kuala, Bontang Utara, 76312 Telp. (0648) 3036102 Faks 0548-3036101
Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : Dinas

; Pemadam Kebakaran dan
Belanja Modal Pe;llﬁraikapan Kebakaran Penyelamatan Kota Bontang

. NOMOR DAN TANGGAL SP
(Belanja Pengadaan Selang Pemadam) 000.3.2/1564/SP-Selang

Pemadam/X/DPKP Tanggal 20 Oktober

SURAT PESANAN (SP)

2023
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. H. Amiluddin, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat . JI. Kapt. Piere Tendean No. 26, Bontang Kuala, Bontang Utara,Kota

Bontang,Kalimantan Timur
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian;

Nama : Hanafi

Jabatan : Direktur

Nama Penyedia : PT Alifiya Berkah Amanah
Alamat - JI. Mulawarman RT.29 No.92

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET P00- P2310-7673316

 Tanggal | |

’Mata Harga Harga - |

Nama Produk Kuantltas Ua ng Satuan  |Kivirm | Penglr:manI Total Harga
. Produk |

4392301002-POC- | | | T
178757064 ‘ ; 30 i
SELANG i ; Rp Rp Rp
PEMADAM 160 ;'DR 4.850.000,00 0,00 November 177 600.000,00
POLYESTER1.5 | | | | 2023 | |

INCH

TERBILANG : Tujuh Puluh Tuluh Juta Enam Ratus Ribu Ruplah

SYARAT DAN KETENTUAN
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian

barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di
dalam SP ini.



2. Penyedia memiliki kewajiban:

a.

f.

g.

b. PEJABAT

tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elektronik;

tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;

mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2023 sejak
SP ini diterima oleh Penyedia;

. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas

barang yang dipesan;

mengganti barang setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

memberikan layanan pumajual sesuai dengan ketentuan

garansi masing-masing barang.
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA  BUKTI

PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki hak:

a.
b.

C.

d.

e.

menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.

mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki kewajiban:

a.

b.
C.

melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan

memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila
ada).



2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi

dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2023 sejak SP ini
diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

JI. Kapt. Piere Tendean No. 26, Bontang Kuala, Bontang Utara - Kota Bontang -
Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 30 November
2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan
ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap
barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat
mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang
dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang
tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead,
biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada)
dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas
pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk
dalam harga SP.



8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),
konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang
bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman
barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain
sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi- perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan
Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan
ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu)
dari total harga atau dari sebagaian total harga sebagaimana tercantum
dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

11.Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk
pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya
yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12.Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam
SP ini.



c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam  jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung
biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang
ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim
yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan
Penyedia.

13.Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan
ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan
proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran iengkap dan
sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang
lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-
Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-
Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-
Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan



ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala
LKPP tentang e-Purchasing.

15.Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau
terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum
SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP
atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian.

16.Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan



denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari
sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari
keterlambatan.

17.Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18.Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan
melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum
Republik Indonesia.

19.Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima
komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20.Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan, tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 30
November 2023.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
Kota Bontang (KSQO)

Pejabat Penandatangan/Pengesahan PT Alifiva Berkah Ama

Perjanjian ) M&f ,

area-mkii
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